KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang

Mengingat

s &

bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan
Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasangkayu, maka dipandang perlu
menunjuk dan menetapkan Pengelola Barang Milik
Negara (BMN);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasangkayu tentang Penetapan Pengelola Barang Milik
Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasangkayu;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 /PMK.06/2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Nomor 757);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun




12,

13.

14.

15.

16.

1%

2021 Nomor 1292);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1817);

Peraturan Menter Keuangan Nomor
115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1212);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara
dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen
Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor Nomor 897;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024
tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
Nomor 776;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X /2017 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.
Menunjuk/Mengangkat Pengelola Barang Milik Negara (BMN)

atas nama:

1. Nama : Basri
NIP : 19780407 200910 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / IId

2. Nama : Jaya Kurniadi
NIP : 19920525 202421 2 009

Pangkat/Gol : IX
Kepada Pengelola Mempunyai tugas sebagai berikut:
. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara;
. Melakukan pendistribusian Barang Milik Negara;
. Membuat Daftar Barang Ruangan;
. Membuat Registrasi Barang;

. Melaksanakan Stock Opname Fisik Barang;
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. Melakukan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara
yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk
dilakukan penghapusan Barang Milik Negara;

7. Membuat Laporan Barang Milik Negara.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) DIPA KPU Kabupaten Pasangkayu.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu
Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Barang
Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasangkayu, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
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KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

BAHRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
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